LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

SERI: D TAHUN 1996 NOMOR: 5

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

NOMOR : 12 TiHUN 1996
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 PANGKAIPINANG

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA FSA
WALIXOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG

Menimbang : a. bahwa dengan telah disetujui perubahan
Pola Organisasi Dinas Kesehatan Kotamadya
Daerah Tingkat II Pangkal Pinang dari Po—
la Minimal menjadi Pola Maksimal, dengan
telex Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan Nomor : 061/3431/XII/ Tel
tanggal 22 April 1996 untuk mempertegas
telex Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/-
1226/SJ tanggal 15 April 1996, maka dipan
dang perlu mengganti Peraturan Daerah No-
mor 01 Tahun 1995 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya
Daerah Tingkat I Pangkal Pinang.

b. bahwa untuk melaksanakan butir a tersebut
di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
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5.

6

8.

9.

10.

17

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 ten-
tang Pembentukan Daerah Tingkat II dan
Kotapraja di Sumatera Selatan.

Undang~-Undang Nomoxr 23 Tahun 1992 ten-
tang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor : 100 tambae
han Lembaran Negara Republik Indchesia
Nomar : 1495 ).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984
tentang Perubahen Batas Wilayah Kota=
madya Daerah Tingkat II ~ Pangkalpinang

dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka.

Peraturan Pemerintah Nomox 7 Tahun 1987
tentang Penyerahan sebagian Urusan Peme~
rintahan dalam bidang Kesehatan kepada
Daerah. (Lembaran Negara Republik Indo -
nesia Tahun 1987 Nomor 9 Tambahan Lemba~
ran Negara Republik Indonesia Nomoxr 3347

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Talun 1988
tentang Koordinasi kegiatan Instansi Ver
tikal di daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992
tentang Penyelenggaraan Otonomi  Daerah
dengan titik berat pada Daerah  Tingkat
II, (Iembaran Negara Republik Indonesia
Talman ¢ 1992 Nomor 77 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3487 ).

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 99a/
Ken,Kes/I11/1992 Tahun 1982 tentang ber—
lakunya Sistem Keseliatan Nasional,

Keputusan Bersama Mentexi Kesehatan dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/II/
1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang pe-
tunjuk Pelaksanasn Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang
Kesehatan Kepada Daerah,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Talun 1992 tentang Pedoman Organisasi
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dan Tata Kerja Dinas Daerah,

11, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Ta -
hun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan tata
Kerja Dinas Kesehdtan,

12, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Ko=-
tamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang No-
mor 01 Tihun 1993 tentang Peraturan Tata ter
tib Dewan Perwaltilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pangkalpinang. ‘

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . Kota=
madya Daerah Tingkat II Pangkalpinang, *

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT
PANGKALPINANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS KESEHATAN KOTAMADYA DAERAH TING=
KAT II PANGKALPINANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerzh ini yang dimaksud dengan 3
a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II . Pamgkal =
pinange. )
be. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya  Daerah
Tingkat II Pangkalpinang.

c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepa—
1la Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal pi -
nang.

e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kotamadya Dae -
rah Tingkat II Pangkalpinang.
f. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPID) adalah Unsur Pelak-

sana untuk melaksanakan tugas Dinas Kesehatan . di La~-
pangan. ’
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&+ Puskesmas adalah Suatu Sarana yang melaksanakan Pelaya-
nan upaya Kesehatan secara Paripurna kepada masyarakat
di Wilayah kerja tertentu.

BaB II
DINAS KESEHATAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 2

(1). Dinas Kesehatan adalsh unsur Pelaksana Pemerintah
Daerah dibidang Kesehatan.

+ Dinas Kese an dipimpim oleh seorang Kepala inas

2). Di Kesehat i h Kepal Di
yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada
Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian
Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Kesehatan yang
menjadi tanggung jawabnye dan tugas pembantuan yang diberi
kan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat
I Sumatera Selatan,

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas
Kesehatan mempunyai Fungsi @

a, Pembinaan Umum dibidang Kesehatan meliputi  pendekatan
peningkatan ( Promotif ), pencegahan (Preventif) pengo-
batan (Kuratif), pemulihan (Rehebilitatif) berdasarkan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Dae-
rah Tingkat I Sumatera Selatan.

b. Pembinzan tehinis dibidang upaya pelayznan Kesehatan
dasar dan upaya Pelayanan Kesehatan rujukan berdasaxrkan
kebijaksanaan temnis yang ditetapkan oleh Menteri Kese-
hatan,

¢, Pembinaan Operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetap
kan oleh Walikoiamadya Kepala Daerah,

Bagian Kedua



(1).
(2).

(3)0

(1).

(2).

Susunan Organisasi
Pagal 5

Organisasi Dinas Kesehatan disusun berdasarkan Pola
Maksimal, *

Pola Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini, disusun menurut kriteria yang ditetapken - oleh
Menteri Dalam Negeri.

Perubahan Pola Organisasi sebagaimana dimaksud = padad
ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuen ' Men~
teri Dalam Negeri. .

-Bagian Ketiga
Oxganisasi Dinas Kesehatan
Pasal 6
Susunan Organisasi Dinas Pola Maksimal terdiri dari @
a, Kepala Dinas,
b. Sub Bagian Tata Usaha,
c. Seksi Pelayanan Kesehatan,
d. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakite -
e, Seksi Penyehatan Lingkungan,
f, Seksi Kesehatan Keluarga.
g. Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM). -
h, Unit Pelaksana Teknis Dinas,
i. Kelompok Jabatan Fungsional,.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Pola Maksi -
mal adalah sebagaimana terlampiy’ dan merupakan bagi =~
an yang tidak terpisahkan dari’ Peraturan Daerah ini.
Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakuken Urusan Pe-.
nyusunan rencana, program, kepegawaian, keuangan,. -surat
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menyurat, humas dan protokol, penyusunan data statistik,
penggandaan, perlengkapan, tugas-tugas wnum serta pembua~
tan laporan kerja dinas.

.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 7, Sub Bagi~
an Tata Ussha mempunyai Fungsi @

a. Pengelolaan urusan surat menyurat, perlengkapan, keru-—
mah tanggaan, penggandaan, humas dan protokol serta
urusan umuin, .

b. Pengelolaan urusen administrasi kepegawaian dan lati'-
han pegawai.

ce Pengelolaan Urusan Keuangan dan Perbendaharaan.

d. Penyusunan rencana dan program, penyusunan data statis
tik, penyusun laporan kerja Dinas serta penyebaran in-
formasi kesehatan.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a, Urusan Rencana den Informasi Kesehatan.

b, Urusan Kepegawaian.

ce. Urusen Keuangan,

d. Urusan Umum,

Pasal 10

(1). Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan mempunyai Tu-
gas menyusun rencana dan program, pengumpulan, . .pe-
ngolahan data, penyusunen data statistik, menyebar -
kan informasi Kesehatan serta penyusunan Laporan.

(2). Urusan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola adminis
trasi, kesejabhterasn dan latihan pegawai.

(3). Urusan Keuangan mempunyai tugas mengelola  Keuangan
dan Perbendaharaan,

(4). Urusan Umum mempunyai tugas mengelola surat menyurat
perlengkapan, penggandaan, pengadaan, kerumah tang -
gaan dan tugas-tugas umum,
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Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Kesehatan
Pagal® 11

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membina pengem -~
bangan Rumah Sakit, Puskesmas dan Usaha Kesehatan Khusus ,
pembinaan uasha pemulihan ‘Kesehatan serta Peningkatan Ru -
mah Sakit, .

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 11, ‘*Seksi Pe-
layanan Kesehatan mempunyai Pungsi ¢

a. Pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan -
dan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit serta enga-
nalisa laporan perkembangan dan pelaksanaan Pelayanan
Rumah Sakit.

b, Pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan
dan mutu pelayanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu serta
pengadaan alat-alat kesehatan pada Puskesmas dan Puskes
mas Pembantu,

¢. Pengumpulan bahan pelaksanaan usaha=usaha pembinaan Rue
mah Sakit Umum Dan Rumah Sakit Jiwa.

d. Penyusunan rencana kebutuhan obat obatan dan alat alat
kesehatan serta pembinaan pengawsan pengelolaan  obat-
obatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu,

Pasal 13

. Seksi Pelayanan Kesehatan terdiri dari 3

a, Sub Seksi Rumah Sakit.

b. Sub Seksi Puskesmas,

c. Sub Seksi Kesehatan Khusus,

d. Sub Seksi Kefarmasian,

Pasal 14
(1), Sub Seksi Rumash Sakit mempunyai tugas mengumpulkan -
bahan Penyelenggaraan pembinaan perkembangan rumah
sakit, mutu pelayanan Rumah Sakit serta pelaksanaan
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Pengawasan Pelayanan Rumah Sakit,

(2). Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas mengumpulkan ba~
han penyelenggaraan pembinaan, pengawasan perkemba~
ngan Puskesmas dan Pengelolaan Obate-obatan.

(3). Sub Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas mengumpul
kan bahan penyelenggaeaan pembinaan Rwtah Sakit Jiwa
Rumah Sakit Kusta dan mengkoordinasikan laporannya.

(4). Sub Seksi Kefarmasian mempunyai tugas mengumpulkan =
bahan penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan, alat
alat kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
serta pengawasan pengelolazn obat-obatan.

Bagian Keenam
Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Pasal 15

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mewpunyai tu-

gas menyiapkan rencana penyelenggaraan kegiatan pengamo~

tan, pencegahan, pemberantasan dan pengawasan penyakit,

Tmucisasi serta penyakit yang bersumber dari tinayang.,
Pagal 16

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 15, seksi
pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai Fungsi

a, Perencanaan kegiatan, pemberantasan, pengawasan penya~
kit menular dan penelitian kemungkinan terjadinya wa~
bah penyakit,

be Evaluasi, monitoring pelaksanaan pencegahan pemberan -
tasan penyakit menuler den immisasi.

c. Penyebar luasan informasi cara cara pemberantasan sume
ber sumber penyakit menular,
Pasal 17
Sekei Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri darit
&, Sub Seksi Pengamatan Penyakit,
be Sub Seksi Pencegahan Penyakit,

Ce Sub Seksi Pemberantasan Pem}ekit yang bersumber dari
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Binatang,
d. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung.

Pasal = 18

(1). Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas mengum
pulkan bahan rencana penelitian, pengamatan dan tin-
dekan kemungkinan terjadinya wabah penyakit.

(2). Sub Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas mengum
pulkan bahan monitoring, evaluasi pelaksanaan vaksi-
nasi rutin dan insidentil pada Puskesmas, , Puskesmas
Pembantu, Posyandw, Unit Pelayanan Kesehatan lainnya
serta menganalisa hasil penelitian penyakit.

(3). Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang bersumber dari
Binatang mempunyai tugas mengumpulkan bahan . penyee
lenggaraan pencegahan, pemberantasan, penanggulangan
penyakit malaria demam berdarah, Anthrax, den pembe--
rantasan vaktornya serta menyebarluaskan informasi
cara pemberantasan penyakit yang ditularkan melalui
vaktor,

(4). Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular langsung =
mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan
penyakit menular langsung dan menyebarluaskan infox-
msi cara pemberantasannya.,

L]
Bagian Ketujuh
Seksi Penyehatan Lingkungan
Pasal 19

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan
pengumpulan bzhan penyelenggaraan kegiatan kebersihun -
Lingkungan dan kebersihan tempat umum serta usaha pening.~
katan kebersihan dan kesehatan masyarakat,

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 19, seksi pe
nyehatan Linglungan mempunyai Fungsi s

a. Pengumpulan, pensistemasian dan penganalisaan data ko
giatan kebersihan tempai- tempat umum serta mengkoor -

dinasikan usaha peningkatan sarana kesehatan masyarakat
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b. Pengumpulun dan pensistimasian bahan pembinaan, penga-
wasan kwalitas air dan iingkungan,

¢. Pengumpulan dan pensistimasian data kebersihan lingku-
ngan pemukiman serta mengkoordingsikan kegiatan penye-
lenggaraan peningkatan kebersihan lingkungen pemukiman

de Pengumpiilen bahan pembinasn, pengawasan terhadap peru-

_sahaan makanan dan minuman serta pembinaan, pengarahan
kepada rumah i:akan dan restotan,

Pasal 21
Seksi Penyehatan Lingkungan terdiri dari 3
a. Sub Seksi Penyehatan Tempat Tempat Jmum,
b. Sudb Seksi Pengawasan Kwalitas Air dan Lingkungan.
ce. Sub Seksi Penyehatan ILingkungan.
d., Svb Seksi Penyehatan lMakenan dan Minuman,

Pagal 22

(1), Sub Seksi Penyehaten Tempat Tempat Umum mempunyai -
tugas mengumpulken dan mensistimasikan bahan pelak =
senakan kegiatan serta peningkatan kebersihan tempat
tempat umum.

{2). Sub Seksi Pengawasan Kwalitas iir dan Lingkungan mem
punyai tugas mengumpulkan dan mensistimasikan bahan
pembinzan serta petunjuk cara pembuatan air minum
bersih dan kesehatan lingkungan kepada masyarakat.

{3}, Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas me-
ngumpulkan bahan rencana dan koordinasi kegiatan pe-
ningkatan kébersihan Lingkungan Pemmkimane

(4). Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minumen mempunyai
tugas mengumpulkan bahen pembinaan, pengawasan indus
tri mekanan dan minuman serta rumah makan dan resto—
ran,

Bagian Kedelapan
Seksi Kesehatan Keluarga

Pasal 23
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Seksi Kesehatan Keluarga mempunyed tugas melakukan keglo—
tan pemeriksaan, pelayanan kesehatan ibu, anek dan keluar
ga peda Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Unit pelayanan ser
ta pelayanan Kesehatan ibu hamil dan XKeluarga Berencand.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas tersebut fade pasal 23, seksi ke
sehatan Keluarga mempunyai Fungsi :

a. Pengolahan bahan penyelenggarasn usaha usaha pembinaan
Kesehatan Ibu, Anak dan Pelayanan Keluarga Berencana,

b. Pengumpulan bahan, memonitor status dan pengaturan gi
2zi masyarakat melalui Puskesmas.

c. Pengolahan bahen pembinasn Rumah Gakit, Puskesmas dan
Puskesmas Pembantu dalam menyelenggarakan pelayanan =
kesehatan anak serta pembinaan penyelenggarasn pelayas
nan kesehatan usia lanjut.

d. Pengumpulan bahan pembuatan laporan penyelenggarazn pe
meriksaan Ibu hamil, 4nck serta kesejahteraan Ibu ha~
mil dan Keluarga Berencana.

Pagal 25

Seksi Kesehatan Keluarge terdiri dari :

a, Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana.

b, Sub Seksi Gizi.

ce Sub Seksi Kesehatan Anak,

d. Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut.

Pagal 26

(1). Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluargs Berencane memyu
nyai tugas mengumpulken bshan penyelenggaraan wusahs.
kesehatan dan pelayanan kesehatan Ibu serta Keluarga
Berencana.

(2). Sub Seksi Gizi mempunyai tugas mengumpulkan  bahan
pembinaan pengaturan, dan memonitor gizi masyarakat .

(3). Sub Seksi Kesehatan Anak mempunyai tugas  mengumpul
kan bahan penyelenggaraan usaha pemeriksaan dan pem-~
kesehatan anak melalui rumah sakit, puskesmas serta
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Puskesmas Pembaniu.

(4). Sub Seksi Kesehatan Usiaz Lanjut mempunysi tugss me -
ngumpulkan bahan penyelenggarazp uszha usaha pelaya—
nan kesehatan penderita Usia Lanjut dan pembinaan Po
la Hidup sehat orang usia lanjut.

Bagian Kesembilan
Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
Pasal 27

Seksi Penyuluhan Kesehaton Mosyarakat mempunyai tugas ‘ime—
lakukan bimbingan, program penyuluhan dan penyuluhan lang
sung serta pengawasan, teknis penyuluhan kesehatan masya~
rakat.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 27, seksi pe
nyWiuhan Keaehatan Masyarakat mempunyal Fungsi %

a. Pengumpulan bahen pembinaan dan bimbingan Kesehatan
kepada Masyarakat melalui mass media

b. Pengumpulan dan mengolah bahan kegiatan pelaksanaan
bimbingan penyuluhan langsung serta pengawasan tehnis
Penyuluhan kesehatan Masyaraket,

¢. Pengolzhen bzhan koordinasi usaha usaha pengobatan ke-
sehatan institusi.

d. Pengumpulan bazhan laporan dan evaluasi peleksanaan bim
bingan serta Penyluhan Kesehatan Masyarakat.
Pasal 29
Seke: Penyuluhan XKesehatan Masyarakat terdiri dari
2. Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi.
b. Sub Seksi Peran serta Masyerakat.
¢. Sub Sekei Sarana dan Metode.

d. Sub Seksi Penyebarluasan Informesi.

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan



(1).

(2).

(3).
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Pasal 30

Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan adalah pelaksa
na tehnis dinas yang mempunyai tugas welaksanakan -
sebagian tugas dinas Kesehatan di bidang Rumah Sakit
Umum, Sekolah Kesehatan, Laboratorium Puskesmas.
Unit, Pelaksana Tehnie Dinas Kesehatan dipimpim oleh
seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertang-
gung Jjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan,

Unit Pelaksana Tehnis Dinas dapat dibentuk setelah -
memenuhi kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Nege
ri.
Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaxsanakan—
tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan,

(1).

2).
(3).

(1).

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah te
naga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang  terdiri
dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarken ke =
butuhan dan beban kerja.

Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesu-—
ai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB III
TATA KBERJA
Bagian Kesatu
Pengangkatan Dalam Jabatan
Pasal 33

Kepala Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan -
oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat
persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumate-
ra Selatan dengan mendapat pertimbangan " Kepala
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(2).

(1).

(2).

(1).

(2).
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Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Sumate—
ra Selatan.

Pejabat-pejabat lainnya pada Dirfas Kesehatan diang -
kat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perun-—
dang undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja
Pasal 34

Dalam melzksanakan tugasnya Dinas Kesehatan dan Ins-
tansi Vertikal yang urusannya sejenis menyelenggara=
kan koordinasi/hubungan kerja dengan cara sebaik-
baiknya.

Dalam meleksanakan tugasnya Dinas Kesehatan wajib
menyelenggarakan koordinasi secara Fungsional dengan
cara yeng sebaik-bailmya.

Pasal 35

Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan tugas berdasar -
kan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya
Kepala Daerah.

Kepala Dinas Kesehatan berkewajiban memberikan petun
juk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaen un-
sur unsur pembantu, pelaksana dan penunjang yang be-
rada dalam lingkungan dinasnya.
BAB IV
ATURAN PERALIHAN
Pasal 36

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Dag=
rah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 01
Tahun 1995 tentang Organisasi dan Teta Kerja Dinas Kese -
hatan Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang serta Pe-
raturan Pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP
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Pasal 37

(1). Hal hel yeng belum diatur dalam Peraturan Daerzh ind
aken ditetapken lebih lanjut dengan Surat  Keputusan
Walikotamadyz Kepala Daerah sepanjang mengenai pelak—
sanaanyae

(2. Peraturan Deerah ini mulai berlaku pada tanggel diun-
dangksn. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini de =
ngan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pangkalpinange \

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada Tanggal 3 23 = 11 -1996

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Pangkalpinang,
Dewan Ferwakilan Rekyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat IT Cap / dto,
Pangkalpinang,
Drs. H. Sofyan Rebuin
Cap / dto,

Abaul Aziz Iubis DIUNDANGEKAN ¢

Dalam Lembaran Daerah Koto. -
madya Daerah Tingkat II
DISAHKAN Pangkalpinang.
Nomor + 5 Tahun 1997.

Dengan Suret Keputusan

Gubernur Kdh.Tk.I S8 Seri s De

Tanggal : 22 Maret 1997. Tanggal ¢ 31 Mei 1997.
Nomor  : 150/SK/IV/1997. Sekretaris Kotamadya,
Sekretaria Wilayah/Daerah s f ik

Ub.Kepala Biro Hukum,
Drs. Basri Intip
Cap / dto, Pembina Utama Muda
Nip : 440005199.~
Bustam Abunawar,SH
Pembina Tingkat I
Nip : 440009191.-
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